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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sejak sepuluh tahunan terakhir atau sekitar tahun 1995 baik di
media cetak maupun elektronik ser;q_akin sering muncul berita mengenai
penyalahgunaan obat-obatan, tidak hanya narkotika akan tetapi semakin luas dengan
sering pula terjadi penyalahgunaan terhadap zat atau obat-obatan alamiah maupun
sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada
susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental
dan perilaku yang dikenal sebagai psikotropika'.

Dilihat dari berita-berita penyalahgunaan psikotropika tersebut, zat atau obat-
obatan psikotropika yang sering beredar secara gelap dan disalahgunakan kebanyakan
oleh kalangan muda, sehingga mempengaruhi masa depan bangsa Indonesia.
Peredaran gelap zat atau obat-obatan psikotropika sekarang tidak hanya beredar di
kota-kota Indonesia namun juga telah masuk ke wilayah pedesaan.

Penyalahgunaan psikotropika mempunyai pengaruh terhadap perekonomian
seperti sering terjadi overdosis yang memerlukan upaya pengobatan untuk

menyembuhkan. Tidak hanya dalam bidang perekonomian, keamanan nasional dapat

1 . - . . .
Lihat definisi Psikotropika menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nom
i : = or 5
Tahun 1997 tentang Psikotropika, LN Tahun 1997 Nomor IOg S '



pula terganggu karena penyalahgunaan psikotropika merupakan salah satu penyakit
masyarakat yang dapat memicu timbulnya masalah kriminalitas.

Pengaruh obat psikotropika atau psikoaktif terhadap otak dan susunan saraf
pusat, sangat bermacam-macam, dari eforia, halusinasi, stimulasi, sedative, hipnotik,
konvulsi, depresi, koma dan dapat fatal. Fungsi obat psikotropika atau psikoaktif
dipergunakan untuk mengubah tingkah laku, lingkungan mental dan penghayatan
manusia, disamping banyak dipergunakan untuk menghindarkan diri dari keresahan
batin, seperti tidak bahagia, kesepian, perasaan asing bagi dirinya, ketidakmampuan
menyelesaikan sengketa pribadinya, atau dengan lingkungannya.2 Oleh karena obat-
obat psikotropika sangat berbahaya apabila digunakan secara sembarangan tanpa
pengawasan tenaga ahli yang diberi wewenang, maka sejak tahun 1971 badan dunia
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan “Convention on Psychotropic
Substances” yang menempatkan zat-zat ini di bawah kontrol internasional, setelah
“Single Convention on Narcotic Drug 1961” ternyata tidak memadai untuk
menghadapi bermacam-macam obat baru yang bermunculan.’

Konvensi tentang psikotropika yang dikeluarkan Persatuan Bangsa-Bangsa
(PBB) merupakan perangkat Hukum Internasional yang mengatur kerjasama
internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan

penggunaan psikotropika, serta pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaannya

2
Sumarmo Ma’sum, Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat
CV.Masagung, 1987, him 53 .s rgantungan Obat, Jakarta,

¥ Soedjono D, PathologiSosial, Bandung, Alumni, 1981, him 78



dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan/atau ilmu
pengetahuan.

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah mengesahkan Convention on
Psychotropic Substances 1971 sebagai Undang-Undang Republik Indonesia sejak
tanggal 7 November 1996 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1996 Tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi
Psikotropika).

Memang zat atau obat-obatan jenis psikotropika sangat bermanfaat dan
diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun
penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan
bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Pada saat
sekarang sedang berkembang jenis obat terlarang yang dikenal dengan sebutan
“designer drug” yaitu jenis obat-obatan yang diracik dengan cara memodifikasi
struktur kimiawi dari obgt-obatan yang ada, sehingga menghasilkan jenis obat baru
yang memiliki efek farmakologi yang hampir sama, salah satu bentuk designer drug
yang dibuat secara besar-besaran oleh sindikat pembuat dan penjual narkoba adalah
3,4 metihyendioxy methamphetamine (MDMA) yang dikenal dengan sebutan Extasy,
selain Extasy adalah Fantas, Fantasia, M-25, 2-CB, Bromo-STP, E-4Euh (Intelex).?

Fakta lain terungkap menyatakan extasy salah satu jenis psikotropika sudah di

produksi di laboratorium gelap dengan tingkat kemampuan produksi yang semakin

4
Edy Karsono, Mengenal Kecanduan Narkoba dan Mi i
PR T a dan Minuman Keras, Jakarta, Yrama Widya,



meningkat pula. Mendeteksi laboratorium gelap tidaklah mudah, karena laboratorium
gelap tidak perlu adanya bangunan yang besar dan peralatan yang canggih, sebagai
contoh t.erungkapnya oleh Polda Metro Jaya adanya pabrik extasy di Jakarta yang
dapat memproduksi ribuan extasy hanya dilakukan di sebuah rumah.

Melihat perkembangan zat atau obat-obatan psikotropika semakin hari
semakin pesat dengan aneka jenisnya, maka sejak tanggal 11 Maret 1997 oleh
pemerintah telah disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997
Tentang Psikotropika, yang ruang lingkupnya adalah pengaturan segala kegiatan yang
berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma
ketergantungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Psikotropika tujuannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 adalah :

a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan
kesehatan dan ilmu pengetahuan,

b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika,

¢. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Apabila mencermati tujuan yang telah digariskan Undang-Undang Republik
Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, terlihat adanya upaya dari Negara
untuk melakukan pembinaan, pengawasan ketersediaan psikotropika hingga upaya

pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap

psikotropika.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika telah menyatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap
psikotropika merupakan Tindak Pidana, maka upaya penegakan hukum dan
penindakan terhadap Tindak Pidana Psikotropika berdasarkan Pasal 56 ayat @))
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
proses penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika selain dilakukan oleh penyidik
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), juga dilakukan oleh penyidik PNS (PPNS)
tertentu yaitu Pegawai Negeri Departemen Kesehatan, Pegawai Negeri Departemen
Keuangan, dalam hal ini Direktorat Bea dan Cukai, dan Pegawai Negeri Sipil
Depertemen terkait lainnya.

Kepolisian sebagai salah satu institusi pemerintah melalui penyidik Polisi
Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan
terhadap Tindak Pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), Undang-Undang Kepolisian, serta Undang-Undang ‘Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan tugas di bidang proses
pidana memiliki kewenangan untuk® :
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian

perkara untuk kepentingan penyidikan;

Sy
N Lihat Pa_sal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia.



c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk didengar dan memeriksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka
melakukan tindak pidana;

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil
untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang
Psikotropika menyatakan penyidik Polisi Republik Indonesia dapat :

a. Melakukan teknik penyidikan penyerahan -yang diawasi oleh teknik

pembelian terselubung;
b. Membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat

perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara

yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan;



c. Menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi
elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga
keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana
psikotropika. Jangka waktu penyadapan berlangsung untuk paling lama 30
(tigapuluh) hari.

Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut,
maka kepolisian berhak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika.
Dalam mengungkap dan membuktikan telah terjadinya tindak pidana psikotropika.
Dalam mengungkap dan membuktikan telah terjadinya tindak pidana psikotropika
adalah adanya barang bukti berupa zat atau obat-obatan psikotropika dan/atau air seni
yang di dapat dari pelaku tindak pidana psikotropika.

Zat atau obat-obatan psikotropika adalah merupakan bahan-bahan kimia yang
terdiri dari 4 (empat) golongan yaitu : psikotropika golongan I, psikotropika golongan
11, psikotropika golongan III, psikotropika golongan IV, yang terdiri dari 108 (seratus
delapan) macam zat atau obat-obatan psikotropika, maka diperlukan pemeriksaan
secara laboratoris, POLRI telah mengadakan laboratorium Forensik. Peranan
laboratorium forensik POLRI sangatlah besar dalam menentukan suatu zat atau obat-
obatan yang didapat dari pelaku yang diduga melakukan tindak pidana psikotropika
merupakan psikotropika atau bukan, jika merupakan psikotropika, masuk dalam
golongan apa psikotropika tersebut dan apa nama zat tersebut. Pemeriksaan zat atau
obat-obatan yang diduga sebagai psikotropika oleh laboratorium forensik sangatlah

diperlukan dalam suatu penyidikan tindak pidana psikotropika.



Iimu Forensik merupakan salah satu ilmu yang termasuk dalam kriminalistik
adalah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan, yang mempelajari bukti-bukti mati
(physical evidence) dengan maksud agar bukti-bukti mati tersebut dapat dianalisis
dan ditransfer menjadi alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktiam.6

Kepentingan Kepolisian yang sangat dominan untuk menyelenggarakan
Laboratorium Forensik adalah sebagai salah satu badan yang turut melaksanakan
tugas penyelidikan dan peﬁyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan
hukum ac:;ra pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya terhadap
bukti-fbuldi suatu tindak pidana psikotropika yang sedang disidik oleh penyidik
Kepolisian, dimana pemeriksaan bukti-bukti tidak dapat dilakukan sendiri oleh
penyidik Kepolisian karena membutuhkan pemeriksaan secara laboratoris. Untuk itu
Laboratorium Forensik sangat diperlukan oleh penyidik Kepolisian untuk memeriksa
bukti-bukti suatu tindak pidana psikotropika secara laboratoris dan ditangani oleh ahli
sesuai dengan bidang ilmunya dengan maksud agar bukti-bukti yang didapat dari
pelaku tindak pidana psikotropika tersebut dapat dianalisis dan ditransfer menjadi alat
bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian, dalam rangka penyelesaian perkara
tindak pidana psikotropika di pengadilan.

Terhadap beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis
merasa tertarik mengkaji lebih jauh dan mendalam sehingga permasalahan tesebut

dapat terjawab 'dengan jelas dan terperinci dengan menuangkannya dalam suatu

- ¢ I Nyoman Nurjaya, Segenggam Masalah Aktual tentang Hukum Acara Pidana dan
Kriminologi, Jakarta, Bina Cipta, 1985, him 73.



skripsi yang berjudul : KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PEMERIKSAAN
PUSAT LABORATORIUM FORENSIK (PUSLABFOR) POLRI TERHADAP

BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium
Forensik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti tindak pidana
psikotropika?

2. Bagaimanakah prosedur pemeriksaan yang dilakukan di Pusat Laboratorium

Forensik Kepolisian Republik Indonesia terhadap barang bukti tindak pidana

psikotropika?

C. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada pembahasan mengenai
kekuatan hukum hasil pemeriksaan pusat laboratorium forensik Kepolisian Republik
Indonesia terhadap baréng bukti tindak pidana psikotropika dan prosedur
pemeriksaan yang dilakukan dipusat laboratorium forensik Kepolisian Republik
Indonesia terhadap barang bukti tindak pidana psikotropika tanpa menutup

kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok

pembahasan skripsi ini.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

a.

Untuk mengetahui i(ekuatan hukum dari hasil pemeriksaan Pusat
Laboratorium Forensik (Puslabfor) POLRI terhadap barang bukti tindak
pidana psikotropika pada saat pembuktian di pengadilan.

Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan yang dilakukan  Pusat
Laboratorium Forensik (Puslabfor) POLRI terhadap barang bukti yang
diduga psikotropika, dalam hal ini menentukan apakah barang bukti yang
ditemukan merupakan psikotropika atau bukan. Jika merupakan
psikotropika, masuk ke dalam golongan apa psikotropika tersebut dan apa

nama zat tersebut.

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang hendak dicapai, yaitu :

a.

Manfaat Teoritis

Untuk memberikan masukan dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu
pengetahuan di bidang Hukum Acara Pidana, khususnya bagi Mahasiswa
Fakultas Hukum dan masyarakat pada umumnya.

Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan dan masukan kepada kalangan Sarjana
Hukum dan Mahasiswa Hukum, serta Anggota Kepolisian yang diberikan

tugas dan kewenangan kepadanya, untuk menjalankan amanat yang
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diembannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

dan tetap tunduk kepada sumpah jabatannya.

E. Metode Penelitian
" Metode penelitian merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti
dalam memecahkan suatu permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. Untuk
membantu memecahkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis menggunakan
metode penelitian sebagai berikut :
1. Metode i’endekatan
Penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini merupakan
penelitian hukum normatif, yaitu pengkajian dan penelusuran terhadap asas-
asas hukurﬁ, peraturan perundang-undangan yang tertulis, doktrin-doktrin dan
literatur-literatur atau studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Data dan Sumber data
Penélitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder dan data
primer.”
a. Data Sekunder

Yaitu sebagai data utama yang diperoleh melalui bahan hukum yang ada

meliputi :

7 .
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum N. (if Jakasta Rai
Persada, 2004, him 14 ukum Normatif, Jakasta, Raja Grafindo



12

1. Bahan Hukum Primer,

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

a) Kitab Undang-mdmg Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang
Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971
(Konvensi Psikotropika)

¢) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Psikotropika

d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

a) Buku-buku literatur;

b) Hasil-hasil penelitian, seminar,sosialisasi atau penemuan ilmiah
lainnya;

¢) Ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung
dan relevan dengan objek kajian penelitian;

3. Bahan Hukum Tersier
Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

meliputi :
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a) Koran atau Harian, Majalah, Jurnal IImiah;
b) Internet,
¢) Kamus-kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.
b. Data Primer
Yaitu sebagai data penunjang yang diperoleh melalui wawancara dengan
instansi dan lembaga yang terkait untuk memberikan keterangan mengenai
prosedur pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Forensik

(Puslabfor) POLRI terhadap barang bukti yang diduga psikotropika.

3. Teknik Mengumpulkan Data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu dengan mempelajari dan mencatat informasi-informasi dari litertur-
literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen
ynag berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)
Yaitu usaha mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi,
dengan cara interview (wawancara) langsung dengan pihak Puslabfor
Polda Sumsel mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan
berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dengan
tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan di luar dari

daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup

permasalahan.
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4. Analisis Data
Data-data yang telah berhasil dihimpun kemudian akan diseleksi secara
Deskriptif Kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul akan diolah,
dikualifikasikan, diuraikan dan di susun secara sistematis dalam bentuk

kalimat untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab

permasalahan.
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